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KABUPATEN TOBA

BUPATI TOBA,

balhhwa sesual dengan Permohonan Dircktur Rumah Salit
Umum Dacrah Porsea dan Kepala Dinas Keschatan perihal
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum
Daerah perlu dibentuk Tim Penilai;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tim Penilal
Penerapan Pola Pengelolzan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan Kepulusan
Bupati;

Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkal 11 Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Yambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Newara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 35, Tambahan Lembsaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4355);

Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4438);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenlang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 5063) ,;
Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tentanz Rumah Sakit
(.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
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10.
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14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4679);

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 rentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
schagaimana lelah diubsh dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah denmgan
Peraluran Pemerintah Nemaor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintiah Nomeor 14 Tahun 2020  tentang
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten
Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tekniy Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tontang
Badan Layanan Umum Daeragh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraluran Presiden Nomeor 77 Tahun 2015 tenlang Pedeman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1359);



Menerapkan :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
Samosir;

Peraturan Bupati Toba Samoesir Nomor 66 Tahun 2016 lentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Binas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir

Peraturan Bupati Toba Samosir Nemor 14 Tahun 2017 tentang
Uralan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesshatan Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN ;

KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PORSEA KABUPATEN TORA

Membentuk Tim Penilai  dengan  susunan  keangsolaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan Bupali ini,

Tim Pemilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesany,
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melalkukan kajian teknis dalam rangka penerapan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Porses:

b. menyusun ketentuan tata tertib dan prosedur penilaian,
kriteria penilaian, format penilaian dan defenisi operasional ;

c. menilai dokumen persyaratan administratiil Pembentukan
Badan Layanan Umum Daerab wvaitu sural pernyalaan
kesangpupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola,
renstra, Standar Pelayanan Minimal, laporan keuangan alau
prognosis/proyeksi keuangan dan pernyataan bersedia untuk
diaudit pemeriksa eksternal pemerintah.

d. melakukan pencliian dan penilaian atas usulan penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

e. melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksan Keuangan
dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan
instansi pemerintah lainnya ; dan

f. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan
pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Toba
tentang pencrapan atau  penolakan Penerapan  Pola
Pengelolaan Keusmpan Badan Layanan Umum Daerah [PPK-
BLUD) Rumah Sakit Umum Dacrah Porsea,

Tala Tertib Tim Penilai, Tata Cara Penilaian dan Kriteria
Penilaian, Format Penilaian, Defenisi Operasional adalah
scbagaimana lercantum dalam Lampiran 1 dan [l Keputusan ini,

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesaly,
bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Bupal Toba.
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KELIMA :  Segala biaya vang timbul alabat ditetapkan Keputusan Bupatl ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sekretariat Daerah Kode Rekening 4.01,03,2.01.02
KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlalku pada tanggal ditelapkan.
Ditetapkan di Balige
pada tangeal 26 Januari 2021
BUPATI TOBA,
Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Balinan sesual dengan aslinya

UKMAN JANTI SIAGIAN, SH
VP, ;9?“{5&}4 200502 1 002

Salinan Keputusan Bupat ini disampaikan Kepada Yth.:
Yang bersangkutan.



LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR ¢ 0O Tahun 2Q21

TANGGAL : 2@ Januari 2021 _

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  PENILAI
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN

KEUANGAN

BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM

DAERAH PORSEA

KABUPATEN TOBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PORSEA KABUPATEN TOBA

[— ) | | KEDUDUKAN DALAM
NO JABATAN DINAS / INSTANSI TIM
il Ketua merangkap
1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Toba ——_—
5 Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan, Keschatan, Wald] Ketua
" | Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat | merangkap Anggota
3 Kepala Badan Pengelola Ke uangan dan Aset Sekretaris merangkap
" | Daerah Kabupaten Toba Anggola
4. | Asisten Pemerintahan Setds Kabupaten Toba Angeola
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
3 Kabupaten Toba Se8
5. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Anggota
Tolm
7. | Inspektur Kubupaten Toba Anggola
&, | Inspekiur Wilayah 11 inspektorat Kabupalen Toba Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangsunan Dacrah
= Kabupaten Toba - Anggota
10 | Kepala Bidang Sosial Budava Badan Perencanaan Anggola
'| Pembangunan Daerah Kabupaten Toba
11 Kepala Bidang Ekonoumi Badun Perencanaan Angoota
| Pembangunan Daerah Kabupaten Toba
Kasubbid Data Bidang Litbang Badan Anggota
12, | Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Toba
13, | Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Toba Anggota
14, | Sckretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Angoola
T = - —_—
- | Kepala Bidang PSDK Dinas Keschatan Kabupaten
1o ' Anggota
Toba
16 lepala Seksi Pelavanan Kesehartan Dinas & -
' | Kesehatan Kabupaten Toba REED
% Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola rsgurts -
' | Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba TEE
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Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengeloa |

Anggola
3 Keuanagan dan Asel Dacrah Kabupaten Toba g8
16, Kepala Bidang Akuntansi Bafian Pengelola E—
Keuangan dan Aset Daerah Kabupalen Toba =
20. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Angpota
T [ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
| 21, | dan Pengendalian Pencemaran [Dinas Lingkungan Anggota
Hidup Kabupalen Toba
22, | Kepala Bagian Pemerinlahan Setdakab Tobs Anggola
23, | Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Toba Anggota
o4 | Kepala Bagian Kescjahteraan Sosial Setdakab —
Toba _ =
25, | Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Angpota
26, | Kepala Bagian Organisasi Setdakab Toba Anggota
' .. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa AR ,
i . La
7| Serctakab Toba | 820
| Staf Sekretariat Tim Penilai
' Kepala Sub, Bagian Bina Pertanian | Bagian Perckonomian
] dan Perdagangan Setda Kabupaten Toba
: . . Bagiam Parekonomian
:} y L : ;- L
2 | Kepala Sub. Bagian Prasarana Perekonomian Serda Kabupaten Toba
] TV — Bagian (Organisasi
3 | Re Sub. Bt Kaleihagean Setda Kabupaten Toba
I ! Bagian Perekonomian
| 4 | Verawaty Sagala,SE Setda Kabupaten Toba
) - pEm——— Bagian Perekonomian
|| e Setda Kabupaten Toba
“‘_ F d - L]
6 | Meliwati Pakpahan Bagian Perckonomian

Scida Kabupaten Toba

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN BIAGIAN

SIAGIAN, SH

N NP, 19750804 200502 1 002
\i‘_ . _ﬁ! ad
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR ¢ B0 Tahun 2021

TANGGAL : 26 Januari 202]

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMLUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PORSEA KABUPATEN
TOBA

TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENILAIAN

A. Tata Tertib Tim Penilai
Tata tertib Penilaian adalah sebagai berikut :

1.
2-

Tim Penilai wajib hadir dalam rapal penilaian

Dalam hal anggota Tim Penilai berhalangan, anggota Tim Penilai
tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di
hidangnya dan pendapal vang disampaikan oleh penggant dianggap
mewakili angeota Tim Penilai yang bersangkutan

Tim Penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk penggant dianggap
menyetujui kepurusan yang diambil dalam rapat penilaian

Dalam hal terjadi perbedasn pendapal, keputusan diambil berdasarkan
musyawarah/mufakat, maka dilakukan pemungutsn suara yang
disetujui paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir
plus | (satu) suara

Tim Penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani Berita
Acara Hasil Pemnilalan

B. Tata cara Penilaian
Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan
vang berisikan @ nomor uruf, dokumen administrasi yang dinilai, nilai
bobot dokumen, indikator, unsur vang dinilai, nilai per unsur (dalam
angka (-10), bobot per unsur yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan
nilai akhir.

ll

Nomor Urut

Nomor urut adalah nomor urut dekuunen administrasi yang akan
dirilai

Dokumen administratif yang dinilai

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen
persyaratan adminitratil yang terdiri dari pernvataan kesangggupan
meningkatkan kinerja, pola tata Kelola, rencans strategis  bisnis,
lapuran keuangan pokok atau prognosa/proveksi laporan keuangan,
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan hasil penilaian asudit terakhir
atau pernyataan bersedia diaudit



3. Nilai Bobot dokumen

Nilai PBobnt Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen
administratil yang berdasarkon pada tingkal kepentingan dokumen
dengan menggunakan CARL yaitu kemampuan untuk mencapainya
(Capability), bisa diterima (Accepiability), dan dapal disndalkan
(Retiahility), dan mengandung daya unghkir yang tinggi (Leverage).

Bobol masing-masing persvaratan administratif secara keseluruhan
sebagal berikut ¢

| No Dokumen persyaratan administratif Bobot
| | Pernyataan Kesangeupan Meningkatkan Kinerja 5%
2 | Pola Tata Kelola 20 Y
3 | Rencana Stategis Bisnis _ 30%

4 | Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/proyeksi| 20%
laporan keuangan

5 | Standar Pelayanan Minimal 20 %
6 | Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia 5%
| diaudit
Total | 100% |
4. Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahu  adanva
penyimpangan dart apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk
pengambilan keputusan.

5. Unsur yang dinilai
Unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan
merupakan bagian darl dokumen vang dinilai Selengkapnya tertera
dalam format penilaian,

6. Nilai per unsur (skala 0 - 10j
Nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada seliap unsur
dari unsur yang dinilai, Nilai per unsur menggunakan skala dengan
rentang angka antara O (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

7. Bobot per unsur
Bobol per unsur adalah pembobotan terhadap unsur yang dinilaj yang
sudah ditentukan didalam pedoman ini berdasarkan CARL.

8. Hasil Penilaian per unsur
Hasil Penilaian per Unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur
dengan bobot per unaur

9. Nilai Akhir
Nilai Akhir adalah hasil kali Hasil penilaian per unsur dengan nilai
bobot dokumen,



C. Kriteria Penilaian
Heail Akhir peniluian dibandingkan dengan krileria sesuai format kriteria
vang terdiri dari nemor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau
status vang direkomendasikan,
Kriteria Penilaian @

No | Hasil Penilaian Kriteria | Kesimpulan/stat
: us
1 |80 - 100 Memuaskan | BLUD Penuh
2 |60 -79 Belum  terpenuhi  secara | BLUD Bertahap
| ! memuaskan
| 3 | Kurang dan 60 | Tidak memuaskan Ditolak

Jika salah satu dart enam persyaratan administratil tidak terpenuhi, maka
permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali
apabila seluruh persyaratan sudah ferpenuhi.
BUPATI TOBA,
Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

/ ¥
IKMAN JANTI SIAGIAN, SH
WIP. 16750804 200502 1 002



3. Farmat Penijlaian
L Untuk SEPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PEK-BLUD

LAMPIRAN 1T KEPLITUSAN BLPATI TOBA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

60 Tahun 2021

26 Januari 2021
PEMBENTURAN TIM PENILAI PENERAPAN
POLA PENGELOLAAN KELUANGAN BADAN
LAYANAN UVILN DAFRAH RUMAH SAKIT
UMURA DAERAH PORSEA KABUPATEN
TOSA

Dokumen Nl Bobot o == Sl :
Mo (Administratilvang] ) a Indikator Unsur vang Qiaflal hilal per ma.uE Rar _._m.m___ __E,._;.mﬂn. PiffalAkhir
oiiltal Dokumen Unstr Unsur | Per Unsur (6x7) (8x3]
i} 1 3 4 5 { F B 9
1 |Permyataan 5% Adanya Pernyataan |2, Kesesuaian dengan format vang ditetapkan dalam 2,0 .
Kesanggupan kpsangaugpan Peraturan Menteri Balam Negeri Nemor 79 Tahun
Meningkatkan 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Kinerja
b, Ditandatangani oleh kepala SEPD/Unit Kerja dan B.0
diketatui Sekds atau Kepalz SKPD
Sub tatal (1) 10,0
2 | Polz Tata Kelola 20% Adanya kebijakan-  |a. Struktur Organisasi 1.0
kebijakan mengenal (b Prosedun Rerja 1,0
organisasi danata o Pengelompokan fungsiyang logis 1,0
faksana d. Pengalolaan SDM (genarimaan pegawai, 2.0
penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir,
pembinaan termasuk sister reword dan
punishment , serta pemutusan hubungan keija)
Adarnya kebilakar 2. Sistem akuntabifitas berbasis kinerja 2.0
tenlang skuntabilitas (b, Kebljakan kevangan (kebijskan mengenal tarlf 1,5
berdasarkan unit cost dan subsicl, sistem
akuntansi dan keuangan)
¢ Kebifakan pengelalaan ingkungan dan limbah 15
Subs total |2) 10,0




3|Rencana Strategis 0% Adanya pernyatazn |a. Peryataan visl dan naisi 1,00
Bi=nis
Visi dan Misi
Tergarmbarnya a. Kesssualan Renstra Bispis 5 tabunan dengan o0
Prograr Stratagis RPINID
b. Kesesualan visi, misl, program dengan pencapaizn 1.00
kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangzn dan
kinerja manfaat}
Tersedianys alal i Indikatar kinerla 1,00
Pengukuran b. Target kinerja tahun berjalan 1,00
Gambaran mengenal |a. Gambaran program 5 tahlnan 1,00
Rencana Pencapalan (b, Pemblavaan 5 tahupan 1.00
5 tahlnear c. Penanggung jawab program Al
i. Prosedur pelaksanaan program 0,5
Proyeksl Kevangan 5 |a.  Proveksi arus kas 05
tahunan b. Proyeksineraca 0,5
c. Proyeksi laporan operasionalfaktivitas 0.5
d. Proyeksirasio Keaangam 0,5
Sub total 13) 10,0
4 [Laporan Kevangan 200% Laporan Realisasi Laporan Realisas! anggaran sesuasi dengan SAP 3,0
Paokak bagl Angegran vang berlaku o dierah
skpd/Unit kerja Laporan Meraca MNeraca sesuai denpan peraturan yang barlaku 3.0
vanp sudah ada pada pemerintah daerah dan /atau sesual dengan
standar akuntansi vang ditetapkan asosidsi profesi
akuntansi indonesin
Uatatar atas laporan |a. Catatan atas laporan keuangan dibiyat sesua 2,0
keuangan dengan pedoman vang berlaku pada pemerintah
daerah danfatau standar akuntansi yang
ditetapkan asosiasi prafesi akuntacsi indanesia
L. Kesesualan antara kinerjs keuangan dengan 2.0
indikator yang ada di'rencand stratsgis
Sub tatal (4) 10,0




20%

Standar Pelayanan SPMV yang sesuai g, Fokus 1.0
dengan jenis dan b, Terdkur 10
mutu pelayanna o. Dapat dicapai 0,5
. Relevan dan dapat diandalkan 1,0
e Kerangka wakiu 0,5
Kelengkapan dan Kelengkapan jenis pelayanan sesusi dengan SPM 1,0
kesesalan jEnisdan yang diberakukan
targal kinerja
Adanys keterkaitan taitan antara SPM dengan Rencang Strategis 4,0
antars 5PN dengan Blsnis dan anggaran tahunan
ftencana Strategis
Biznls dan anggaran
Addanya petgesahan Legitimasi Kepala Dasrah 1.0
dari Kepala Daerah
Sub total (5] 10
Laporan Audit 5% Hasil Penllalan Audit {a.  Hasll audit tahun terakhi- oleh BPH sebelum
Terakhir atau mengajukan untuk menerapkan PPE-BLUD N
Pernyataan b Tahun Aydlt 3.0
Bersadia unkuk Ata 10
dizudit Adanyz Pernyataan |2, RKesesuaian dengan format yang ditetapkan 2,0
Bersedia untuk h. Ditandantangani oleh Repala SKPDfunit Kerja
Diaudit <ecara diketzhul oleh Sekda atau Kenalz SKPD
independent B
Sub tokal (B) i

Total (1) S/ (6)




E. DEFIMISI DPERASIONAL

Mo Unsur yang dinilai Betinisi Oporasional Nilai
L. |Kesesuaian dengan format yang Ke<esuslan dengan format yang diretapkan adalsh antara format Segupl
ditetapkan vang diajuxan sesual dengan formal datam [ampiran Peraturan 10
henter| Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tenting Badan
Lavanan Lmum Daerah Tidak sesuai o
2. |pitandatanzani oleh kepala Adalah format yang sudah terlsi lengkap ditandatangani aleh kepala
RKPDAUNIE Kerja dan diketahui Sekda |SKPD/Unit Kerja dan diketahul Sekda atay Kepala SKPD Hika ditandatangani 10
bt bl A Jika ditandatangan 0
3. |Struktur Organisash Struktur Organisasl menggambarkan posisi jabatan vang ada pada | Ada steuktur dan lengkap, sesuai dengan
SEPD dan huburgan wewenang atau tanggung jawah PermendagriNomor 79 Tahan 2018 E:E:m
Badan Layanan Umnum Daarah 10
Ada struktur, karang lengkap ]
Tidak Adia strubtur i
¢ |Prosedur Kerja Prosadur Kerja menggambarkan wewenang atal tanggung jawab  |Ada prosedur |engkap 18]
masing-masing jabatan dan prosedur yang difakukad dalam
pelaksanzan tugasnya Ada wewenang atau tanggung jawab
pracedur pelaksanasn tugas tidak lengkap 5
Ada Prosedur kerja, tetapi tidak ada
wWEWenNang alau tangzung jawah 4
Tidak ada prosedur kerja o
5 Penpeiompokan Tungsi yang logis  |Fengelompokan fungsi vang logis merupakan struktur organisas) Ada pengelompokkan fungsi yang logis dan 10
yang logis dan sesua] dengan pringia pengendalian intern lengkap
Fengelompokkan fungsi-fungsl:pelayanan (services | dan Pendukung
(supparting )
Ada pengelompokkan Tungsi yang logls (51
Letapi penempatannya tidak sesusl
0
Tidak ada pengelompokkan turgst yang logls
6. |Penpelolaan sumber Daya Manusia | Fengelolaan SDM (penerimaan pegawal, penempatan, slstem Pergelolaan ST mn
Pengelalaan SOM vang lengkap, kecugli
ketnjakan pemutusan hubungan kerja ‘8
Pengelolann SCM vang lengkap kecuali
kehijakan mengenal pemulisan hubungan
kierja dan pembipaan 6




Pengelolaan SDM yang lengkap kecuall
kebijakan pemutusan hubungan kerja,
pembinaan tan enjang karir

Pengelolaan SDM harya mermilikl kebijakan
rekeuitment, perempatan dan slstem
remuneras’

tidak ada sama sekali

Sisternakuntabilitas berheasis knerja

Sistem akuntabilitas berbasls kinerja

Adanya sistem akuntabilitas kinerja vang
lEnghan sesual dangan paraluran vang
berlaku

Adanya sistem akuntabilitas namun tidak
ada kaitannya dengan REIMD

Adarya sistem akuntahilitas tetap) fidak
memilikl alat ukur kinerja

Adanya sistem akuntabilitas, namun tidak
mmemiliki alat ukur dan tidak berhubungan
dengan Renstra Bisnls

Tidak memiliki sistem akuntabilitas

Kebijakan Kzuangzan

Kebijzkan keugngan (Kebijakan mengenal taril berdasarkan unit cost
lart subalehi, system akuntansi dan keuangan)

Ada sistermn pengelolaan kevangan akrual
(5AK]) yang lengkap dan kebijakan tarif
berdasarkan unit cost

10

Ada Sistem Pengeloaan keuangan (SAP)dan
memiliki kebijakan tarif berdasackan unit
cost

Mengeunakan sistem kevangan [SAK atau
SAP] tetapl tidak memilik kebijakan tarif
yang sesuai dengan unit cosk

Ada sistemn pengelolaan keuangan tetapi
tidak mengzunakan sistem akuntans
berbasis SAP

Adanya kebijakan tarif berbisis unit cost
tetapl tidak memiliki sistem akuntansi dan

keuangan




Tidak ada sistem keudngan dan kebijakan

tarif "
9, [Kehijakan pengelolaan linglingan  |Kebijakan pengelolaan lngkungan dan limbah adalal kebijzkan Adanya Kebijakan mengenai pengelolaan
dan limbah tentang tata carafaturan pengelolazn lingkungan dan limbah dalam  |limbah dan lingkungan vang lengkap (kimia,
usaha tercapainya kesehatan lingkupgan baik internal maupun fisiz, biologi) 10
eksternal, Adda kebijakan pengelolasn limbah dan
lingkungan kimia dan fisik B
ada kebijakan pengelalaan limbah dan
lingkungan kimia saja, biologi sajs; atau fislk
saja b
Ada pengelotaan limbah tetapl tidak ada
pesgelolzan Ingkungan 4
Ada pengelotaan lingkungan tetap ada
pengelolzan limbah 2
lidak ada kebijakan penpelelaan limbah dan
lingkungan £
10 | Peryataan vist din misi Adanya pernyataan mengena visi, misi pada Redicana Strategls Bisols | Ada pernyatzan visi dan misi Vang sesuai
minlmal untuk periode 5tahun mendatang dengan definisi operasianal 10
Yisi
- gambaran mengenal imass depan vang seolah-olah terdadl saat ini
- Pernyataan yang menantang dan menggeraklkan semangat harus
realistis - |Ada pernyataan vish dan misi tetapl misings
bisa terukur {ada Indikatormval tidak menggambarkan masa depan a
isi adalah pernyataan mengenai apad yang akan dikerjakan, dan
sestaty .__..m._:m harus diemban atau dilaksanakan sesual wvisi vang Ada pernyataan visi dan misi, tetapivisl tidak
ditetapkan, siapa yang akan mengarjakan dan slapz yang dilayant realistik dan tidak menggerakkan semangat o
. Ada pernyataan visi lengkap tetap misinya
tidak menzgambarkan mengenai apa yang
skan dikerjakan q




Ada pernyataan visivang lengkap tetapl misl
tidak menggambarkan mengenal apd yang
dikarjakan, dan sesuatu vang diemban atau
dilaksanakan sesual vivi yang ditetapkar,
siapa vang akan mengerakan dan slapa yvang
dilayani sesual dengan bidangnya

11

Hesesuaian Renstes Bisnis 5 tahunan
dengan RPIMD

Kesesudian Renstra Bisnis 5 tatunan dengan REIMD adatah Renstra
Bisnis yang tidak menyimpang dari kebijakan stiategls 820D

Renstra Bisnis sesuai dengan kebijakan
stratégis REIMD

10

Renstra Bisnis tidak sesual dengan kebijakan
stratepis RPIMD

12

Kesesualan yvisl, misi, program
dergan pericapamn Hneta (kinerja
layanain, kinerja keuangan dan

Kesesualan vish, misi, program dengan pencagalan kinerja layanan,
kinetja keuangan dan kinerfa manfaat

Visl, mnisi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja pelayanan, keuangan dan
manfaat bhagi masvarakat

10

Wisl, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerjs pelayanan dan keuangan

Wisl, mist, program sesuai dengan
pencapaian kinerjz pelavanan saja atau
Reuangan saja

Visl, misl, program se<ual dengan
pencapaian kinerjia manfaal

Tidak acla kesesuaian antapd visi, misi dan
program denpan pencapaian kinerja
pelayanan, kevangan dar manfaat,

13

Idikator kinerja

Lkuran kinetfa pelayanan, keuangan dan manfaat untul mengetahl
sdanya penyimpangan dari apa yang telah ditetaokan (target

Ada ukuran kingifa lEngkap dengan target
kinerja dan SPM

10

Ada ukuran kinerfa lengkap tidak mdmiliki
rarget kineria dan SPM

Ada ukuran kinerja lengkap tetap| tidak

memiliki rarget stratogis




Ada ukuran kinerja lengkap tanpa target

strategis maupun SPM 4
Tidask ada dkuran kinerja, larget strategs
matpun SEM 0
14 |Target kinerja tahun berjalan Target kinerja tabun berjalan adalah target stratepis yang tercantum |Memiliki target Kinesa strategls pada tahon 10
dalam Renstra Bisnis pada tahun yong bersangkutan terjalan dalam Renstra Bisnis
Tidak ada target kinerja tahun berjalan 1)
15  |Bambaran program 5 tahunan Gambaran program 5 tahunan adalah tergambarnya program Ada gambaran program & @hunan 10
tahunzn selama S tahun di dalam Rencana Strategis Bisnis Tidak ada gambaran program 5 tahuman 0.
16 |Pembiayann 5 tahunan Kebijakan Pembiayaan 5 tahunan adalah gambaran mengenai Ada garmbaran pembiayaan tahunanuntuk 5 | 10
pemblayaan tahunan yang dibutubkan selama 5 tahun ke depan tahuin ke depan
Tidak ada parnbaran pambiayaan taluran
untuk 5 tahun ke depan D
17 |Penanggung jawab program Penangeung jawab program adalah personal vang bertanggung Ada Penanggung jawab pada setiap program | 10
|wwati tethadap program skrategis strategs
Tidak ada Penanggung [awab pada srogram
strategls D
18 |Prozedur pelaksanaan program Prasedur pelaksanazan program adalah kebijakan tentang Prosedur  |Ada kebijakan Prosedur pelaksanaan 10
pelaksanaan program program
Tidak ada kehifakan Prosedur pelaksanaan
prograin ]
159 |Proyeks) arus kas Proyiks arus kas adalah gambaran mengenal kas masuk dan kag Adz gambaran mangenal arus kas 5 tahun 10
keluar selama 5 tahun kedepan sesuai dengan target kinerja kedepan
Tidak ada gambaran mengenal arus kas 5
Tahun kedepan n
20 |Proyeksi Neraca Proveksi Neraca adalah gambaran mengenal perkiraan besaran Ads Proyeksi Neraca untuk 5 tahun kedepan | 10
setiap komponen dalam neraca selama 5 tahun kedepan
Tidak ada Proveksi Neraca untuk S tahun
keclepan D




Z1  |Proyetsi laporan Froyeksi laporan operasional adalah gambaran mengz2nal perkiraan [Ada Proyveks: laporan onerasional untilk 5 in
operasional/aktivitas besarpn komponen laporan operaslonal untuk 5 tahun kedepan takjun hedepan
Tidak ada Proyeks: lzporan oparasional
untuk 5 tahun kedepan n
22 |Proyelsi rasio kevangan Proyeksi rasio keuangan adalab pambaran mengenal perkirsan Ada Proyeksi rasio kevangan untuk.5 tahun i
indets raslo keuanpan ontuk 5 tahon kedepan Kedepan
Tidak ada Proyeksi rasio keuangan untuk 5
Tahun kedepan 0
23 |Leporan Realisasi Angearan Farmat dan kampenen Laporan Realisast Anggaran sesuai dengan Formal dan kamponen Laporan Realisas i
pedaman yang ada dalam SAP yang berlaku di daerah Anggaran sesuai dengan pedoman yang ada
dalam SAP
Format dan komipanen Laporan Realisasi
Anggaran tdak sesua denpgan pedeman yang
ada dalam SaP 0
24 |Meraca Format dan kemponen Neraca s2sual dengan peraturan yang Farmat dan komponen Meraca sesuaj i
bizrlzku pada pemerintah daerah danfatau sesuai dengan standat dengan peraturan yang barlaku
skuntans) yang ditetapkan asosias profest akuntansi indonesia
Farmat dan kamponen Meraca tidak sesual 0
dengan peraturan yang berako
25 |Catatan atas laporan keuangan Format dan komponen Catatan atas laporan kevangan dibuat sesua) |Farmat dz2n keémpanen Catatan atas laporan 1o
dengan pedoman yang berlaku pada pemerintan dasrah danfatau  |keuangan dibuat sesual dergan pedoman
sesual dengan standar akuntansl yang ditetapkan asosizsl profes yirng herlak
ghuntansi indonesia
Format dan komponen Catatan atas laporan 0
kenangan dibuat tidak sesuai dengan
pedoman vang berlaku
26 |Kesesiaian antara kinerja keuangan |Indikator kinerja, 1arget kinerja dan kinerja kevangan dalam laporan |Indikavor kinerfs, target &inerja dan kinerja 10

dengan indikator yang ads di
rencara strategis

kauangan sesuai atau sejalan dengan indikator kinerja, target kinerja
dan target kinet]a kevangan talam rencana strategis bisnis

keuangan dalain laporan keuangan sesuai
atau sejalan dengan Indikator kingrja, targel
kinerja dan target kinerja keuangan dalam
rencana stratagis hishls




Indikator kinerja, target kinarja dan kinerja
keuangan dalant laporan <evangan sesuai
atau sejalan dengan indikator kinerja, target
kinerja dan target kinerja keuangan dalam
rencana strategis bisnis

27

Prognosa/Proyeksi laporan
aparasiial

Format dan komponer Prognosa/Proyeks| laporan operastonal
sesual Gongan slandar akuntans yvang berfabu

Format dan kamponen Prognosa/Proyeksi
laporan operaslonal sesuai dengan standar
akuntansi vang berlaku

10

Format dan komponen Prognosa/froyeksi
laporan operasional Hdak <esusl dengan
standar akuntansi yang betlaku

25

Prognosa/Proyeks) Neraea

Format dan komoponen P.nﬁjn.mm..fﬂ_ﬂrr MNeracg sesual dengan
standar akuntansi yang ditetapkan oleh asosiasi profes| akuntansi
indonesia dan/atau peraturan pada pemerntah daerah yang berlaky

Format dan kemponen Prognosa/Proyeksi
Meraca sesuai dengan standar akuntansl
vang ditetapkan clen asosias| profesi
akuntansi indonesia danfatau peraturan
pata pemorintah daerah yang berlaku

10

Farmat dan kemponen Prognosa/Proyeksi
Neraca sesuai dengan standar akuntansi
yang ditetapkan clet asosiasi profesi
akuntansi indonesia dan/atau peraturan
fada pemerintsh daerah yang berlaku

Faloes

Adalal SPM yang kegiatan pelayanannya fokus padd jenis dan mutu
pelavanan untuk metunjang tugas dan fungsi

SPM Tokus jenis dan mutu pelayanan untuk
menunjang tugas dan fungsi

10

SPM fokus pada mutu pelayanan tetapl tidak
fokus pada jenis pelayanan

SPM Tokus pads jenis pelayanan tetapi tidak

fakus pada jenis pelayahan




5PV tidak lokus pada jenis dan mulu

pelayanan i
Tidak aida SPM 0
30 [Tarukuf kegiatan yang pencapaiannya dapat dinllai sesual dengan standar — [Ada nominator dan demominator yang 10
vang telzh ditetapkan mampy memunculkan nilai sebagai tolok
uklir pencapalan
Tidak ada nominator dan demoeminator yang 0
mamou memuinculkan nildi sebagal twolok
ukut pencapaian
31 |Dapatdicapal keplatannya nyata, realistis, tingkat pencapaiannya dapat dickur Kegiatan bersifat nyata, redlistis, tingkat 10
pencapaiannya dapat dinkur
Kegiatan bersifat nyata, tingkat B
pencapaiannya dapat dinkur, tetapi tidak
reatistic
Kegiztan tidok dapat divkar dan tidak 0
realistis
32 |Relevan dan dapat diandalkan Relevan dan dapat diandzlkan artinga kegiztan yang sejalan dengan  |Relevan dan dapat diandalkan 10
kebutUhan masvarakat dan organisasl, berkaitan dan dapat Relevan dan tidak dapat diandalkan 0
digercaya untuk menunfang tugas dan funpei
33 |Kerangks waktu Kerangks walti artinga kejalasan dan ketepatan walktu pelaksanaan |Ada kerangka wakiu yang jelas dan tapat 1d
kaplatan
Ada kerangka wakiu tetapi tidak rinci &
tidak ada kerangka waktu a
34 |Relepplapan jenis pelayvanan esual |lenis Pelayanan yang diberikan celh SKPD sesuai dengan standar lenis pelayanan sesual dengan SPM yvang 10
dengan 5P yang diberlakukan pelayanan minimal yang berlakuy berlaku
lenis pelayanan tidak sesuai dengan SPV 0

vang berlaku




35 |Raitan antara SPM dengan Rencana |Ada hubungan yang [@las antara SPM dengan Rencana Strategis Ada hubungan yang jelds antara SPM dengan| 10
Strategic Blsnis dan Bisnie dai anggarah tidhunan SEPDY Ut Ketrja flencana Strategis Bisnjs dan anggaran
anpgarantahuran

Tidak Ada hubungan yang jelas antara SPM 0
denpan Rericana Strategis Bisnls dan
anggaran
36 |Leglthimas Kepala Daerah Keabsahan dokumen SPM vang ditanddi dengan adanya tanda Ada tandz tangan Kepala Daerah i
tangan dan stempel Kepala Taerah
Tidak ada tanda tangan Kepala Daerah 0
37 |Hasil audit tahun terakhic oleh BPK - [Hasil audit tabun terakhin oleh BPK sebelum mengajukan untuk Ada hasil audit 10
sebalum mengajukan sebagai BLUD [menerapkan PPE- BLUD
Tidak ada hasil audit 0
ATaL |
7.8 |Resesualan dengan format yang Farmat parmyataan barsedia diaudit secuai dengan yang telah Farmat sesual 10
ditetapkan ditetapkan dalam Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Unium Daerah
Format tidak sesual f
Atat -
17.b | Ditandatangani oleh Kipala Pirnyataan bersedia diaudit diiandatangani oelh Sekda atau Kepala |Surat permyataan ditandalanganl oleh Sekds 10
SRED/Unit Kerla diketahul oieh SKPD atau fepala SKPD
Sekids atan Kepala 5KPO
Surat pernyataan tidak ditandatangani aleh 0
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